
 
 

PENGARUH PELATIHAN KERJA APARATUR 

PEMERINTAH NAGARI TERHADAP PENGELOLAAN 

KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR 

 

  
SKRIPSI 

Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Administrasi Publik FIS UNP  

Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik 

 

 

 
 

Oleh : 

 

 

HERLINDA NOVITA WARDANI 

TM/NIM : 2015/15042032 

 

 

 

PROGRAM STUDI 

ADMINISTRASI PUBLIK 

 

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

2019 

 



 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 
 

 



 

i 
 

ABSTRAK 

 

Herlinda Novita Wardani (150420322) : Pengaruh Pelatihan Kerja Aparatur 

Pemerintah Nagari terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di 

Kabupaten Tanah Datar 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan kerja 

aparatur pemerintah nagari terhadap pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten 

Tanah Datar. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah karena kurang 

efektifnya pelatihan kerja yang diberikan kepada aparatur pemerintah nagari 

sehingga berdampak pada kurang maksimalnya pengelolaan keuangan nagari. 

Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 

asosiatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintah nagari yang 

ada di Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari walinagari, sekretaris nagari, 

bendahara nagari dan lima kepala urusan nagari. Sampel dalam penelitian ini 

terdiri dari 240 responden yang ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin 

dan pengambilannya dilakukan melalui teknik Multistage Random Sampling. Data 

dikumpulkan melalui angket dengan menggunakan pengukuran skala likert. 

Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear 

berganda.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pelatihan kerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan nagari dengan nilai 

signifikansi 0,000 dan nilai Adjusted R Square 0,101%. Dengan demikian, 

pengaruh variabel pelatihan kerja terhadap pengelolaan keuangan nagari adalah 

sebesar 10,1%. Sedangkan sisanya 89,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini.  

Berdasarkan hasil penelitian ini maka saran yang dapat peneliti 

kemukakan antara lain agar aparatur pemerintah nagari lebih meningkatkan 

pelatihan kerja dalam pengelolaan keuangan nagari untuk mencapai kategori 

“sangat baik” sehingga terciptanya pengelolaan keuangan nagari yang transparan, 

akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. 

 

Kata kunci: Pelatihan kerja, kinerja, pengelolaan keuangan nagari.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelaksanaan pengelolaan keuangan merupakan upaya pemerintah pusat maupun 

daerah dalam memastikan terlaksananya pembangunan. Pengelolaan keuangan 

yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dikelola secara transparan dan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 

2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada ketentuan umumnya dijelaskan 

bahwa  pengelolaan keuangan merupakan seluruhkegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan 

pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya dijelaskan pula keuangan daerah 

adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala 

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

Di samping itu Muhammad (2007: 32) mengemukakan bahwa pengelolaan 

keuangan daerah adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, 

penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan 

keuangan desa. 

Indonesia dalam prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah 

menggunakan asas desentralisasi. Asas desentralisasi merupakan penyerahan 

wewenang urusan pemerintahan dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada 

pemerintah yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah.
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Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa 

desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri dan 

dapat melaksanakan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 

dan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik. Maka untuk itu 

pemerintah desa sepatutnya dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dan 

transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang mana semua itu harus 

dipertanggungjawabkan nantinya kepada masyarakat. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat 1 dijelaskan bahwa 

keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif 

serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selanjutnya batas masa 

pengelolaan keuangan desa yakni mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 

Desember. 

Kemudian menurut Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Pasal 2 ayat 1 

diatur bahwa keuangan nagari dikelola secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat 

untuk masyarakat. Walaupun demikian, dilapangan masih ditemukan adanya 

persoalan-persoalan yang muncul dalam proses pengelolaan keuangan nagari di 

Kabupaten Tanah Datar. Salah satu contohnya adalah di Nagari Barulak 

Kabupaten Tanah Datar, yang mana Walinagari sebagai penyelenggara 

pengelolaan keuangan nagari tidak terbuka dalam pelaporan keuangan nagari 
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sehingga banyak masyarakat yang mempertanyakan keuangan nagari 

(Irsyad,2017). Padahal semuanya sudah tertuang dalam Peraturan Bupati bahwa 

Walinagari harus terbuka kepada masyarakat tentang keuangan nagari, hal ini 

dinyatakan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan nagari. Selain itu 

masalah utama dalam pengelolaan keuangan nagari adalah tidak adanya 

transparansi aset nagari oleh pemerintah seperti kebun nagari dan DAUN (Dana 

Alokasi Umum Nagari) yang sampai saat ini tidak ada kejelasannya sama sekali 

kepada masyarakat(Warta Andalas, 2015). 

Masalah lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan nagari yaitu 

terjadinya penyimpangan terhadap proyek yang sedang berjalan di Jorong 

Ombilin Nagari Simawang Kecamatan Rambatan. Disamping itu masih banyak 

dari perangkat nagari tidak mengerti akan cara atau sistem pengerjaan proyek 

yang berstandar Dinas Pekerjaan Umum dengan dibuktikan adanya beberapa 

format laporan keuangan yang berbeda-beda (Dwi, 2017). Selanjutnya, masalah 

lain juga muncul dalam pengelolaan keuangan nagari yaitu kurangnya 

pengetahuan dan pemahaman teknis perangkat nagari dalam pengelolaan 

keuangan nagari, sehingga terhambat dalam proses penyelesaian pelaporan 

pertangungjawaban keuangan. Kemudian juga kurangnya pemberian pelatihan 

mengenai pengelolaan keuangan nagari dan banyak aparatur pemerintah nagari 

yang tidak mengerti dengan  materi pelatihan yang diberikan dan materi tidak 

sesuai dengan apa yang dibutuhkan  oleh aparatur pemerintah nagari 

(Pemkab.Tanah Datar, 2017). 
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Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Afdalisman selaku 

Sekretaris Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas yang dilaksanakan pada 

tanggal 30  Mei 2018 selama mengikuti pelatihan terkait pengelolaan keuangan 

nagari fasilitas yang diberikan kurang memadai, hanya diberikan buku dan pena. 

Selanjutnya menurut Bapak H. Syafwardi. A selaku Walinagari Nagari Padang 

Magek Kecamatan Rambatan, baru Kepala Urusan Pembangunan yang diberikan 

pelatihan yang pada waktu itu dilakukan di Kabupaten sementara Bendahara 

Nagari tidak pernah sama sekali diberikan pelatihan sehingga bendahara hanya 

menggunakan system keuangan manual, maka kami butuh pemberian pelatihan 

oleh Dinas-dinas terkait. Selain itu menurut Ibuk Siska Amelia selaku Bendahara 

Nagari Sumpur Kecamatan Batipuah Selatan, waktu pelaksanaan pelatihan yang 

diadakan oleh Badan Keungan Daerah tidak tepat pada waktunya sehingga sulit 

untuk menyesuaikannya dengan pekerjaan kantor yang sedang menumpuk. 

Kemudian berdasarkan hasil FGD (focus group discussion) pada tanggal 20 

Agustus 2018 di kantor Walinagari Tigo Koto Kecamatan Rambatan menurut 

Bapak Emrizal selaku kepala pembangunan: 

“….memang banyak bentuk-bentuk pelatihan yang diberikan oleh 

pemerintah daerah, melalui dinas-dinas terkait kepada aparatur 

pemerintah nagari, tapi selama ini kami merasakan pelatihan itu 

tidak memberikan masukan dalam menyelenggarakan pengelolaan 

keuangan nagari. Waktu yang diberikan untuk pelatihan sangat 

sedikit sekali, sekitar kurang lebih 2 hari, sedangkan materi yang 

disampaikan oleh pemateri berkisar itu ke itu saja tiap tahun, 

sehingga kebanyakan dari peserta lebih fokus ke ganget mereka 

masing-masing tanpa mengindahkan arahan dari pemateri, bahkan 

tidak ada pemantauan lebih lanjut dari hasil pelatihan yang 

diberikan itu”. 
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Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis temukan bahwa terdapat 

hasil penelitian yang mengatakan bahwa pelatihan kerja memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti 

dkk(2016) dengan judul pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Padma Ardya Aktuaria Jakarta, dengan hasil penelitian yang didapatkan 

bahwa pelatihan kerja memiliki pengaruh sigifikan terhadap kinerja karyawan, 

kemudian penelitian oleh Ni Wayan (2017) meneliti pengaruh pelatihan terhadap 

kinerja karyawan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kabupaten Buleleng, 

dengan hasil penelitian yang didapatkan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan, selanjutnya penelitian Andi dkk (2017) 

meneliti pengaruh pelatihan, disiplin dan motivasi terhadap kinerja pegawai pada 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 

dengan hasil penelitian yang didapatkan bahwa pelatihan,disiplin dan motivasi 

memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja pagawai pada Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan terakhir 

ada juga terdapat hasil penelitian yang menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Daniel 

(2013) meneliti pengaruh pelatihan kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan 

PT. Sucofindo (Persero) Surabaya, dengan hasil penelitian yang didapatkan 

bahwa pelatihan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

dibandingkan dengan motivasi. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwa pelatihan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja, sehingga peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Tanah Datar dengan 
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judul “Pengaruh Pelatihan Kerja Aparatur Pemerintah Nagari Terhadap 

Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kabupaten Tanah Datar”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang digambarkan diatas, maka identifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset nagari pada beberapa 

nagari di Kabupaten Tanah Datar. 

2. Masih adanya aparatur pemerintahnagari yang tidak mengerti bagaimana 

cara atau sistem pengerjaan suatu proyek yang berstandar Dinas Pekerjaan 

Umum. 

3. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman teknis aparatur pemerintah 

nagari dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar. 

4. Kurangnya pelatihan yang diberikan kepada aparatur pemerintah nagari 

dalam pengelolaan keuangan nagari di Kabupaten Tanah Datar. 

5. Masih banyak aparatur pemerintah nagari yang tidak mengerti dengan 

materi pelatihan yang diberikan karena tidak sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan. 

6. Kurang memadainya fasilitas yang tersedia pada saat pelatihan yang 

dilaksanakan. 

7. Kurang tepatnya waktu pelaksanaan pelatihan yang diberikan kepada 

aparatur pemerintah nagari dalam mengelola keuangan nagari di 

Kabupaten Tanah Datar. 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di ataspenulis membatasi masalah pada 

“Pengaruh Pelatihan Kerja Aparatur Pemerintah Nagari terhadap Pengelolaan 

Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar”. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalahnya 

yaitu “Apakah terdapat Pengaruh Pelatihan Kerja Aparatur Pemerintah Nagari 

terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar”. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh Pelatihan Kerja Aparatur Pemerintah 

Nagari terhadap Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Tanah Datar”. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat 

teoritis maupun manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih 

lanjut dalam pengetahuan di jurusan Administrasi Publik khususnya di 

bidang Manajemen Sumber Daya Manusia dan Administrasi Keuangan 

Publik. 
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2. Manfaat Praktis. 

a. Bagi Pemerintah: Dapat menambah pengetahuan pemerintah 

Kabupaten Tanah Datar terkait pelatihan sehingga dapat meningkatkan 

kinerja dalam mengelolaan keuangan nagari. 

b. Bagi Masyarakat: Sebagai informasi bagi masyarakat untuk 

meningkatkan kinerja dengan diadakannya pelatihan kerja dalam 

pengelolaan keuangan. 

c. Bagi Peneliti: Sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan peneliti 

dalam menganalisa permasalahan yang terjadi dan salah satu syarat 

untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana 

Adaministrasi Publik pada jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Padang. 


